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ABSTRAK

Tujuan utama dalam otonomi daerah tidak lain dengan memerhatikan kepentingan
dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Hakikat desentralisasi fiskal untuk
memenuhi aspirasi daerah dalam hal pengelolaan sumber keuangan negara,
akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah, meningkatkan pastisipasi
masyarakat dalam proses pembangunan daerah, mengurangi ketimpangan antar
daerah, menjamin terselenggaranya pelayanan publik minimum di setiap daerah,
dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahterahaan masyarakat
secara umum. Hasil pengujian hipotesis yang menggunakan analisis regresi panel
dengan empat variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi
Hasil, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran dengan satu
variable independent yaitu Belanja Modal. Sampel yang digunakan 175 sampel
observasi, penelitian menggunakan regresi Pooled Least Square untuk
menganalisa pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
Umum dan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran terhadap Belanja Modal Kabupaten/
Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2018 hingga 2022. Penelitian ini
menunjukkan bahwa PAD, DBH dan DAU berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Belanja Modal, Sedangkan Variabel SiLPA Dberpengaruh negative
signifikan terhadap Belanja Modal

Kata Kunci : Belanja Modal. PAD, DBH, DAU,SILPA

ABSTRACT

The main objective in regional autonomy is none other than paying attention to
the interests and aspirations that grow in society. The essence of fiscal
decentralization is to fulfill regional aspirations in terms of managing state
financial resources, accountability and transparency of regional governments,
increasing community participation in the regional development process, reducing
inequality between regions, ensuring the provision of minimum public services in
each region, and ultimately it is hoped that it can improve community welfare. in
general. Hypothesis testing results using panel regression analysis with four
independent variables, namely Regional Original Income, Profit Sharing Funds,
General Allocation Funds and Excess Budget Use with one independent variable,
namely Capital Expenditures. The sample used was 175 observation samples, the
research used Pooled Least Square regression to analyze the influence of Regional
Original Income, Profit Sharing Funds, General Allocation Funds and Excess
Budget Use on District/City Capital Expenditures in Central Java Province for the
period 2018 to 2022. This research shows that PAD, DBH and DAU have a
positive and significant effect on capital expenditure, while the SiLPA variable
has a significant negative effect on capital expenditure

Kata Kunci : Belanja Modal. PAD, DBH, DAU,SILPA



INTISARI

Tujuan utama dalam otonomi daerah tidak lain dengan memerhatikan
kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Untuk itu, otonomi
daerah diharapkan dapat (a) menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan
sumber daya daerah, (b) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan
kesejahteraan masyarakat, (c) membudayakan dan menciptakan ruang bagi
masyarakat untuk ikut berpartisifasi dalam proses pembangunan berdasarkan
Noviades (2013). Kebebasan dan kemandirian merupakan hakikat isi otonomi,
sehingga pemerintah daerah dapat mengatur sendiri terkait anggaran dan
pendapatan daerahnya. Pemerintah daerah melakukan perencanaan keuangan
daerahnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut
Rahmawati (2023) APBD merupakan perangkat kebijakan pemerintah daerah
yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
APBD juga digunakan oleh pemangku kepentingan dalam menganalisa
bagaiamana suatu daerah mengatur pendapatan dan belanjanya. Menurut
Indrayani & Khairunnisa (2018) Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan
yang diperoleh dan digunakan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan
untuk peyelenggaraan pelayanan umum dalam satu tahun anggaran. Realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang dapat dilihat dari
Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan ini menjadi salah satu Laporan
pertanggungjawaban pemerintah daerah yang utama karena anggaran
pemerintahan adalah tulang punggung dari penyelenggaraan pemerintahan.
Sinambela er al (2018) menyebutkan bahwa Anggaran ini mempunyai peran
penting dalam stabilitas, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan
pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Alokasi belanja modal di dasarkan
atas kebutuhan daerah yang membutuhkan sarana dan prasarana, tidak hanya
untuk kelancaran pelaksanaan tanggung jawab pemerintah tetapi untuk fasilitas
publik menurut Chairunnisa (2022)

Sebagai sumber utama dalam keuangan pemerintah danerah, penurunan
kemampuan ekonomi daerah bisa menyebabkan penurunan PAD yang berpotensi
menghambat pembangunan dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah
secara otonom. Sebaliknya, apabila peningkatan kegiatan ekonomi suatau daerah
akan membuat peningkatan PAD sehingga pembangunan dan pelayanan
masyarakat suatu daerah dapat berjalan lancar dan terpenuhi dengan baik.
Berdasarkan penelitian Nugroho dan Ismunawan (2022), PAD berpengaruh
signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan dalam penelitian Pramudya dan
Abdullah (2021) PAD berpengaruh negatif terhadap belanja modal

DBH lebih berfungsi sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah
dari pajak dan sumber daya alam (SDA) yang dibagihasilkan, termasuk sebagai
pengkoreksi atas eksploitasi SDA selama ini. DBH menjadi salah satu sumber
pembiayaan yang berguna dalam menunjang kegiatan-kegiatan sektor publiknya.
Oleh sebab itu, daerah yang memiliki kekayaan SDA dan penghasilan pajak tinggi
maka akan memiliki porsi pendapatan yang juga tinggi menurut Harefa (2018).
Namun sayangnya potensi karakteristik SDA dan sumber pajak di Indonesia



sangat beragam sehingga hal itu memengaruhi sumber pendapatan daerah melalui
mekanisme Transfer ke Daerah (TKD). Menurut Bird and Vaillancourt (2002)
pada akhirnya keterbatasan anggaran daerah tersebut akan menyebabkan
penyediaan layanan publik menjadi lebih rendah. Dalam Penelitian Andriani dan
Yuliana (2016) menyimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan
ternadap belanja modal. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian dari Ishak et al
yang menyatakan semua dana perimbangan termasuk DBH tidak berpengaruh
terhadap belanja modal

Bagi pemerintah pusat DAU dan DAK dijadikan sebagai instrument
horizontal imbalance sedangan Bagi daerah, DAU dan DAK dimaksudkan untuk
mendukung kecukupan pembiayaan daerah menurut Fakhroni et al (2017).
Perbedaan Cara pandangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
menjadi suatu permasalahan dan menentukan dana perimbangan baik itu DAU
mapun DAK. Perbedaan cara pandang ini akan timbul ketika pemerintah daerah
meminta DAU dan DAK yang sangat besar karena berdasarkan dengan kebutuhan
pembiayaan daerahnya. Fakhroni et al (2017) juga menambahkan bahwa Disisi
lain, alokasi DAU dan DAK berdasarkan kebutuhan daerah dilakukan karena
dasar perhitungan fiscal needs tidak memadai. Ditambah total pengeluaran
anggaran khususnya APBD belum mencerminkan kebutuhan sesungguhnya dan
cenderung penggunaan DAU dan DAK menjadi tidak efisien. Dalam Penelitian
Ifa (2017) mendapatkan hasila bahawa Dana Alokasi Umum berdampak
signifikan terhadap belanja modal. Akan Tetapi penelitian Al Fikri (2021)
menyatakan sebaliknya bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap
belanja modal.

Adanya SiLPA yang cukup besar mengindikasikan tidak tepatnya
pemerintah dalam melakukan penganggaran sehingga sisa lebih seharusnya dapat
digunakan untuk membiayai pelayanan publik pada tahun berjalan menjadi
tertunda menurut Amelia dan Khoiriawati (2022). Pada kajain teoretis, nilai
SiLPA dalam penyusunan APBN maupun APBD ditargetkan pada angka sebesar
nol. Hal ini mengindikasikan bahwa penerimaan daerah dalam satu periode dapat
menutupi pengeluaran daerah dalam satu periode dengan nilai yang sama besar.
Jika masih terdapat SiLPA yang bernilai positif maka terdapat dana pembiayaan
yang belum dimanfaatkan untuk pembiayaan daerah dan jika SiLPA bernilai
negatif maka pembiayaan neto belum dapat menutup defisit maka hal ini dapat
ditangani dengan mengurangi belanja/pengeluaran daerah sehingga angka SiLPA
menjadi nol menurut Irfansyah (2021). Menurut Simamora (2014) SiLPA
memiliki dampak positif terhadap total belanja daerah. Hal ini berbeda dengan
penelitian dari Akbar et al (2023) yang menyatakan SiLPA tidak berpengaruh
terhadap belanja modal

Berdasarkan fenomena bisnis danresearch gap yang dikemukakan di atas
maka rumusan masalah dalam studi ini adalah : “Bagaimana Pengaruh PAD,
DBH, DAU dan SiLPA baik secara simultan dan Parsial terhadap Belanja Modal
?” Dengan demikian tujuan utama studi ini tidak lain adalah membangun model
teoritikal untuk mengetahui Pengaruh PAD, DBH, DAU dan SiLPA baik secara
simultan dan Parsial terhadap Belanja Modal.

Kajian pustaka kemudian menghasilkan 4 hipotesis. Pertama, ada
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pengaruh positip PAD terhadap belanja modal. Kedua, ada pengaruh positip DBH
terhadap Belanja Modal. Ketiga, ada pengaruh positip DAU produk terhadap
Belanja Modal. Keempat, ada pengaruh positip SiLPA terhadap belanja modal.

Responden studi ini adalah Semua Pemerinta Kabupaten dan Pemerintah
Kota di Jawa Tengah. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 175 sampel
observasi, metode pengambilan sampel adalah “pooled least Square”. Kemudian
teknik analisis dengan menggunakan Analisis Regresi dengan program SPSS.

Berdasarkan pengujian hipotesis studi ini dapat disimpulkan bahwa PAD,
DBH dan DAU berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja modal.
Artinya setiap penambahan satu point PAD, DBH atau DAU akan meningatkan
belanja sebesar satu point juga. Lain halnya dengan variabel SiLPA yang
berpengaruh negatif signifikan. Artinya setiap bertambah satu point SiLPA akan
berdampak mengurangi 1 point Belanja Modal. Adanya SiLPA yang cukup besar
mengindikasikan tidak tepatnya pemerintah dalam melakukan penganggaran
sehingga sisa lebih seharusnya dapat digunakan untuk membiayai pelayanan
publik pada tahun berjalan menjadi tertunda menurut Amelia dan Khoiriawati
(2022).
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PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah
memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus
daerahnya masing — masing. Menurut Moonti (2017) Otonomi adalah kebebasan
dan kemandirian satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus
sebagian urusan pemerintahan. Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan dengan
mengedepankan prinsip transparansi dan akuntanbilitas sebagaimana bentuk dari
kriteria pengelolaan keuangan yang baik, sehingga dapat mencerminkan peran
pemerintah daerah dalam menciptakan kesejahteraan msyarakat menurut Zais

(2017).

Tujuan utama dalam otonomi daerah tidak lain dengan memerhatikan
kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Untuk itu, otonomi
daerah diharapkan dapat (a) menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan
sumber daya daerah, (b) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan
kesejahteraan masyarakat, (c) membudayakan dan menciptakan ruang bagi
masyarakat untuk ikut berpartisifasi dalam proses pembangunan berdasarkan
Noviades (2013). Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas
dan mandiri merupakan urusan rumah tangga satuan pemerintahan yang lebih

rendah tersebut yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Hakikat desentralisasi fiskal untuk memenuhi aspirasi daerah dalam hal
pengelolaan sumber keuangan negara, akuntabilitas dan transparansi pemerintah
daerah, meningkatkan pastisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah,
mengurangi ketimpangan antar daerah, menjamin terselenggaranya pelayanan
publik minimum di setiap daerah, dan pada akhirnya diharapkan dapat
meningkatkan kesejahterahaan masyarakat secara umum, menurut Simanjuntak

(2002).

Kebebasan dan kemandirian merupakan hakikat isi otonomi, sehingga
pemerintah daerah dapat mengatur sendiri terkait anggaran dan pendapatan
daerahnya. Pemerintah daerah melakukan perencanaan keuangan daerahnya
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Rahmawati
(2023) APBD merupakan perangkat kebijakan pemerintah daerah yang disusun
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. APBD juga
digunakan oleh pemangku kepentingan dalam menganalisa bagaiamana suatu

daerah mengatur pendapatan dan belanjanya.

Menurut Indrayani & Khairunnisa (2018) Pada dasarnya APBD memuat
rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan pemerintah daerah dalam rangka
melaksanakan untuk peyelenggaraan pelayanan umum dalam satu tahun anggaran.
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang dapat dilihat
dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan ini menjadi salah satu Laporan
pertanggungjawaban pemerintah daerah yang utama karena anggaran

pemerintahan adalah tulang punggung dari penyelenggaraan pemerintahan.



Sinambela er al (2018) menyebutkan bahwa Anggaran ini mempunyai peran
penting dalam stabilitas, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan
pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Alokasi belanja modal di dasarkan
atas kebutuhan daerah yang membutuhkan sarana dan prasarana, tidak hanya
untuk kelancaran pelaksanaan tanggung jawab pemerintah tetapi untuk fasilitas

publik menurut Chairunnisa (2022).

Akbar et al (2023) menambahkan bahwa Semua pemerintah daerah harus
menggunakan anggaran belanja daerah, termasuk pengeluaran, untuk
melaksanakan rencana kerja mereka untuk tahun berikutnya. Hal ini semata —
mata ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah
daerah sehingga masyarakat bersedia berkontribusi pada pembayaran pajak
pemerintah daerah. Belanja modal sendiri adalah pengeluaran yang manfaatnya
lebih dari satu tahun anggaran dan dapat menambah aset pemerintah yang
selanjutnya meningkatkan biaya pemeliharaan berdasarkan Mardiasmo (2009).
Belanja modal terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja
gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan serta belanja aset tetap
lainnya. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan
prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah

menurut Saputra et al (2021).

Sabir (2015) yang menyatakan bahwa pengalokasian belanja modal selain
berkontribusi pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi juga berdampak pada

meningkatnya penyerapan tenaga kerja. Dengan belanja modal yang terserap



maksimal maka pembangunan fasilitas publik akan meningkat yang berpotensi
juga meningkatnya peluang investor untuk berinvestasi di suatu daerah. Dengan
banyaknya investasi yang dilakukan terhadap suatau daerah tentunya
menimbulkan banyak lapangan kerja yang di buka sehingga penyerapan tenaga
kerja di suatu daerah tersebut juga bisa optimal. Kemudian Maryaningsih, et al
(2014) juga menyatakan bahwa tersedianya infrastruktur dasar seperti jalan raya
dan jaringan listrik merupakan salah satu faktor pendukung atas terjadinya

pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Besarnya dampak positif yang diberikan atas tersedianya infrastruktur
publik membuat belanja modal mendapatkan perhatian utama dalam
permasalahan belanja Daerah berdasarakan Yusuf (2017). Oleh karena itu, untuk
menambah kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah harus merubah
komposisi dananya. Sebaliknya belanja untuk hal-hal yang produktif, seperti
kegiatan pembangunan maka pendapatan pemerintah harus lebih banyak
digunakan untuk proyek-proyek pelayanan publik. Pandangan ini menyiratkan
pentingnya untuk mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.
Berdasarkan uraian diatas dibutuhkan penelitian mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi beanja modal. Dalam penelitian ini faktor-faktor yang akan diteliti
dalam mempengaruhi belanja modal adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi

Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Selisih Lebih Penggunaan Anggaran

Dari sisi Pendapatan Daerah, perkembangan APBD dapat dijadikan dasar

perencanaan jangka pendek. Menurut Nasir (2019) PAD merupakan akumulasi



dari pos penerimaan pajak yang terdiri atas pajak daerah dan retribusi daerah, pos
penerimaan non pajak berupa penerimaan hasil perusahaan milik daerah, serta pos
penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam. Andriani dan Yuliana
(2016) menyebutkan bahwa PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan pada
pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan
potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Nugroho dan Ismunawan
(2022) menambahkan bahwa Penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan
aset milik sendiri menjadi suatu pertanda yang bagus dalam perannya sebagai
daerah otonom. Hal itu dikarenakan desentralisasi diharapkan dapat membentuk
kemandirian masing — masing daerah dalam mendanai berbagai keperluannya
menggunakan kemampuan keuangan masing — masing daerah. Sehingga melalui
Kebebasan dan kemandirian merupakan hakikat isi otonomi, sehingga pemerintah
daerah dapat mengatur sendiri terkait anggaran dan pendapatan daerahnya

menurut Fikri (2021)

Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibandingkan
dengan sumber yang berasal dari luar PAD karena PAD dapat dipergunakan
sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran
penyelenggaran urusan daerahnya menurut Aprilianda (2016). Sebagai sumber
utama dalam keuangan pemerintah danerah, penurunan kemampuan ekonomi
daerah bisa menyebabkan penurunan PAD yang berpotensi menghambat
pembangunan dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah secara otonom.
Sebaliknya, apabila peningkatan kegiatan ekonomi suatau daerah akan membuat

peningkatan PAD sehingga pembangunan dan pelayanan masyarakat suatu daerah



dapat berjalan lancar dan terpenuhi dengan baik. Berdasarkan penelitian Nugroho
dan Ismunawan (2022), PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
Sedangkan dalam penelitian Pramudya dan Abdullah (2021) PAD berpengaruh

negatif terhadap belanja modal

Kemampuan daerah dalam membangun dan melayani masyarakat
membutuhkan sumber penerimaan dan pendapatan. Namun, masing — masing
daerah tentunya memiliki sumber daya dan kemampuan yang berbeda — beda.
Fikri (2021) menyebutkan bahwa dalam Upaya penanggulangan kesenjangan
sumber daya antar daerah dibutuhkan peran pemerintah pusat dalam
mengalokasikan dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Nasional (APBN). Dana transfer daerah dari pusat diharapkan menjadi stimulus
kekurangan daerah yang kurang sumber daya alam dan penerimaan pajak, serta
mampu mendorong perekonomian di daerah — daerah seperti yang dinyatakan

oleh Nurkhayat (2018).

Dana perimbangan nasional salah satu sumber penerimaan daerah yang
diharapkan mampu mendorong pemerintah daerah dalam meningkatkan belanja
modal sehingga pelayanan public semakin lebih baik. Dana Perimbangan terdiri
dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus
(DAK) dan Dana Desa. Melalui sudut pandang secara teori, Dana Bagi Hasil
(DBH) diartikan sebagai penerimaan atau pendapatan daerah yang jika dilakukan
pengalokasian ke dalam pos anggaran Belanja Modal, akan dapat memiliki

potensi yang baik. Menurut Andriani dan Yuliana (2016) menyatakan DBH



merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan
kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Siregar (2015) yang mendefinisikan DBH sebagai hak daerah
sebagaimana bentuk dari upaya dalam mengelola sumber penerimaan atau
pendapatan negara yang didapatkan melalui masing-masing daerah. Penentuan
besaran daerah penghasil dilakukan dengan mempedomani peraturan perundang-
undangan. Sebagai bagian dari penyusun Dana Perimbangan, DBH tersusun
dalam pajak dan non pajak (sumber daya alam). Tujuannya antara lain
memulihkan keseimbangan secara vertikal (pusat dan daerah) melalui cara
pengamatan potensi daerah penghasil. Proses dibagikannya DBH dilaksanakan
melalui dasar prinsip “by origin” atau pada daerah asal, dimana daerah penghasil

harus ikut merasakan manfaat dari sebagian penerimaan yang telah didapatkan.

DBH lebih berfungsi sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah
dari pajak dan sumber daya alam (SDA) yang dibagihasilkan, termasuk sebagai
pengkoreksi atas eksploitasi SDA selama ini. DBH menjadi salah satu sumber
pembiayaan yang berguna dalam menunjang kegiatan-kegiatan sektor publiknya.
Oleh sebab itu, daerah yang memiliki kekayaan SDA dan penghasilan pajak tinggi
maka akan memiliki porsi pendapatan yang juga tinggi menurut Harefa (2018).
Namun sayangnya potensi karakteristik SDA dan sumber pajak di Indonesia
sangat beragam sehingga hal itu memengaruhi sumber pendapatan daerah melalui

mekanisme Transfer ke Daerah (TKD). Menurut Bird and Vaillancourt (2002)



pada akhirnya keterbatasan anggaran daerah tersebut akan menyebabkan
penyediaan layanan publik menjadi lebih rendah. Dalam Penelitian Andriani dan
Yuliana (2016) menyimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan
terhadap belanja modal. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian dari Ishak et al
yang menyatakan semua dana perimbangan termasuk DBH tidak berpengaruh

terhadap belanja modal.

Dana Alokasi Umum diartikan sebagai pengalokasian dana yang dilakukan
secara tahunan untuk diberikan kepada daerah otonom yang nantinya dapat
difungsikan sebagai dana pembangunan menurut Wulandari dan Iryani (2018).
Penetapan besarnya proporsi DAU yang diberikan, dilakukan menurut imbangan
kewenangan antar daerah Berdasarkan keterangan Halim (2016). Dana Alokasi
Umum mempunyai sifat “Block Grant” yang berarti penggunaannya diserahkan
kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai
yang dinyakatan oleh Andriani dan Yuliana (2016). Menurut Rusmita (2016).
Dalam konsep anggaran berimbang, Pemda diharuskan menyerahkan anggarannya
kepada legislatif sebelum tahun fiskal berjalan, tetapi tidak mengatur bagaimana
pengeluaran  harus diprioritaskan atau bagaimana komponen-komponen
pengeluaran ditentukan. Berdasarkan konsep diatas, maka pemda suatu daerah
dapat mengatur sendiri terkait smoothing atau strategi keuangan lainnya terhadap
pengeluaran — pengeluaran karena tidak ada yang mengatur atau membatasi secara

jelas terhadap komponen pengeluaran tersebut.



Bagi pemerintah pusat DAU dan DAK dijadikan sebagai instrument
horizontal imbalance sedangan Bagi daerah, DAU dan DAK dimaksudkan untuk
mendukung kecukupan pembiayaan daerah menurut Fakhroni et al (2017).
Perbedaan Cara pandangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
menjadi suatu permasalahan dan menentukan dana perimbangan baik itu DAU
mapun DAK. Perbedaan cara pandang ini akan timbul ketika pemerintah daerah
meminta DAU dan DAK yang sangat besar karena berdasarkan dengan kebutuhan
pembiayaan daerahnya. Fakhroni et al (2017) juga menambahkan bahwa Disisi
lain, alokasi DAU dan DAK berdasarkan kebutuhan daerah dilakukan karena
dasar perhitungan fiscal needs tidak memadai. Ditambah total pengeluaran
anggaran khususnya APBD belum mencerminkan kebutuhan sesungguhnya dan
cenderung penggunaan DAU dan DAK menjadi tidak efisien. Dalam Penelitian
Ifa (2017) mendapatkan hasila bahawa Dana Alokasi Umum berdampak
signifikan terhadap belanja modal. Akan Tetapi penelitian Al Fikri (2021)
menyatakan sebaliknya bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap

belanja modal.

Dalam satu periode penggunaan anggaran dan realisasi belanja daerah,
memungkinkan terdapat sisa anggaran dari yang di alokasi kan dalam periode
tahunan yang biasa disebut Sisa Lebih perhitungan Anggaran (SiLPA). SiLPA
kemudian digunakan untuk keperluan penyelesaikan kewajiban pemerintah daerah
sesuai sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 dalam Fikri (2021). Untuk dapat menjelaskan lebih lanjut munculnya

SiLPA, maka diperlukan pengkajian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah
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Daerah (LKPD). SiLPA dapat muncula dari tingginya penerimaan PAD suatu
daerah yang melebihi dari target yang ditentukan sehingga terjadi overtarget.
Selain itu SiLPA dapat berasal dari efisiensi penggunaan anggaran belanja
pemerintah daerah. Jika SiLPA tersebut datangnya dari tertundanya belanja
langsung program dan kegiatan pada pemerintah daerah, hal ini merupakan hal

yang tidak menggembirakan menurut Simamora (2014).

Adanya SIiLPA vyang cukup besar mengindikasikan tidak tepatnya
pemerintah dalam melakukan penganggaran sehingga sisa lebih seharusnya dapat
digunakan untuk membiayai pelayanan publik pada tahun berjalan menjadi
tertunda menurut Amelia dan Khoiriawati (2022). Pada kajain teoretis, nilai
SiLPA dalam penyusunan APBN maupun APBD ditargetkan pada angka sebesar
nol. Hal ini mengindikasikan bahwa penerimaan daerah dalam satu periode dapat
menutupi pengeluaran daerah dalam satu periode dengan nilai yang sama besar.
Jika masih terdapat SiLPA yang bernilai positif maka terdapat dana pembiayaan
yang belum dimanfaatkan untuk pembiayaan daerah dan jika SiLPA bernilai
negatif maka pembiayaan neto belum dapat menutup defisit maka hal ini dapat
ditangani dengan mengurangi belanja/pengeluaran daerah sehingga angka SiLPA
menjadi nol menurut Irfansyah (2021). Menurut Simamora (2014) SiLPA
memiliki dampak positif terhadap total belanja daerah. Hal ini berbeda dengan
penelitian dari Akbar et al (2023) yang menyatakan SiLPA tidak berpengaruh

terhadap belanja modal

Hasil-hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten memotivasi untuk
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dilakukan penelitian lanjutan. Penelitian ini mengacu pada penelitian Ifa, (2017).

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian Ifa, (2017) adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini menambahkan variabel independen yaitu Dana Bagi Hasil dalam
penelitian Andriani dan Yuliana (2016). Variabel DBH menjadi salah satu
sumber pembiayaan yang berguna dalam menunjang kegiatan-kegiatan sektor
publiknya. Oleh sebab itu, daerah yang memiliki kekayaan SDA dan
penghasilan pajak tinggi maka akan memiliki porsi pendapatan yang juga
tinggi sehingga dengan DBH yang tinggi diharapkan akan meningkatkan
belanja modal

2. Penelitian ini menggunakan periode tahun 2017 - 2021 dan populasi Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan Ifa, (2017) menggunakan periode

2010 — 2015 dengan populasi provinsi Jawa Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena bisnis diatas, factor yang mempengarui belanja
modal menjadi krusial. Hal ini ditunjukkan dengan banyak nya variabel yang
dapat mempengaruhi besarnya belanja modal. Maka berdasarkan permasalahan
tersebut, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh variabel PAD terhadap Belanja Modal?
2. Bagaimana pengaruh variabel DBH terhadap Belanja Modal?
3. Bagaimana pengaruh variabel DAU terhadap Belanja Modal?

4. Bagaimana pengaruh variabel SiLPA Auditor terhadap Belanja Modal?
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1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari
penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh PAD, DBH, DAU dan SiLPA
terhadap Belanja Modal. Namun secara rinci tujuan yang ingin dicapai dalam

penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh variabel PAD terhadap Belanja Modal.
2. Menganalisis pengaruh variabel DBH terhadap Belanja Modal.
3. Menganalisis pengaruh variabel DAU terhadap Belanja Modal.

4. Menganalisis pengaruh variabel SiLPA terhadap Belanja Modal.

1.4  Manfaat Penelitian
Terdapat dua manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu
manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut adalah beberapa manfaat penelitian

ini

1. Manfaat Teoritis

2. Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan memahami pentingnya
memaksimalkan penerimaan dan daerah dan efisiensi realisasi pengeluaran
daerah serta mengetahui mengenai faktor — faktor apa saja yang
mempengaruhi Belanja Modal, serta sebagai referensi untuk penelitian di

masa yang akan datang.

3. Manfaat Praktis

a. Bagi Calon Investor
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Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi para investor,
agar mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal,
sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan tersendiri dalam
melakukan keputusan berinvestasi.

Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan masukan dan
rujukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun laporan realisasi
anggaran yang baik dan berkualitas.

Bagi Auditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi
untuk membantu auditor dalam mengoptimalkan Kinerjanya dengan

mengidentifikasi faktor - faktor yang mempengaruhi Belanja Modal.
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KAJIAN PUSTAKA

2.1  Landasan Teori

Salah satu kewenangan yang dimiliki adalah Pemerintah Daerah
mempunyai wewenang untuk menggunakan sumber-sumber pendapatan yang
menjadi hak Pemerintah Daerah untuk dimanfaatkan atau dikelola untuk program
kerja atau belanja yang dapat bersinggungan langsung dengan masyarakat seperti
pembangunan atau pemeliharaan infrastruktur yang nantinya akan berkaitan
dengan peningkatan pelayanan publik. Tujuan utama desentralisasi adalah
mewujudkan kesejahteraan melalui penyediaan pelayanan publik yang lebih
merata diseluruh daerah di Indonesia serta memperpendek jarak antara penyedia
layanan publik dan masyarakat lokal menurut Waskito (2019). Oleh karena itu
salah satu kunci yang harus diperhatikan dalam desentralisasi adalah Pemerintah
Daerah harus lebih responsif terhadap kebutuhan penduduknya sehingga
berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya dapat
mengurangi kemiskinan di daerah.

Kemajuan daerah sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan
jumlah pendapatan daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Indikator kesejahteraan pada suatu daerah dipengaruhi oleh jumlah pendapatan
daerah, besarnya pertumbuhan ekonomi dan kemajuan pembangunan daerah.
Pembangunan ekonomi ini ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan

meningkatnya pendapatan per kapita penduduk sehingga terjadi perbaikan
14
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kesejahteraan bagi masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah
satu sumber utama pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan
peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu,
adanya Dana Alokasi Umum (DAU) menurut Syukri (2019).

2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory)

Teori keagenan (agency theory) didefinisikan sebagai suatu teori yang
menerangkan keterkaitan hubungan antara agent (eksekutif) dengan principal
(legislatif). Pihak legislatif (principal) didefinisikan sebagai pihak yang nantinya
memberi rekomendasi, amanah, dan pesan pada pihak agent agar melaksanakan
suatu layanan jasa tertentu dengan mengatasnamakan pihak principal tersebut,
sedangkan itu pada pihak agent merupakan pihak yang diberikan mandat atau
rekomendasi oleh principal menurut Luthfy (2022)

Konsep teori keagenan (agency theory) menurut Amri Amrullah (2020),
teori keagenan merupakan hubungan kontraktual antara prinsipal (pemberi
kontrak) dan agen (penerima kontrak), prinsipal dapat mengontrak agen untuk
bekerja demi kepentingan atau tujuan prinsipal sehingga prinsipal dapat
memberikan wewenang pembuatan keputusan kepada agen untuk mencapai tujuan
tersebut. Agen memiliki suatu tanggung jawab atas pencapaian tujuan tersebut
dan agen dapat menerima suatu balas jasa dari prinsipal. Prinsipal merupakan para
pemegang saham dan agen merupakan manajemen puncak (dewan komisaris dan
direksi). Semakin tinggi pencapaian suatu tujuan prinsipal maka akan semakin
tinggi pula balas jasa yang akan diterima oleh agen.

Pemerintah pusat memberikan kedaulatan terhadap pemerintah daerah
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danpemerintah daerah juga harus mempertanggungjawab kantugasnya terhadap
pemerintah pusat Pemerintah daerah diberikanwewenang untuk mengatur alokasi
anggaran pendapatan danbelan jan ya yang demikian juga harus dapat
dipertanggungjawab kan kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari pemberian
wewenang kepada pemerintah daerah dalam Sukmayudha (2022)

Keterlibatan teori keagenan (agency theory) dalam penelitian ini dapat
dilihat melalui hubungan anatara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
dalam penyeluran dana perimbangan dan juga hubungan anatara masyarakat yang
diproksikan oleh DPRD (prinsipal) dengan pemerintah daerah (agen). Pemerintah
pusat mendelegasikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengelola
rumah tangga daerahnya sendiri. Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya dari
pendelegasian wewenang tersebut, pemerintah pusat menurunkan dana
perimbangan yang tujuannya adalah membantu pemerintah daerah, baik dalam
mendanai kebutuhan pemerintah sehari-hari maupun dalam memberi pelayanan

publik yang lebih baik kepada Masyarakat menurut Atwal Arifin (2022)

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh
oleh daerah dari sumber daya yang dimilikinya sendiri. PAD terdiri dari hasil
pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan lainlain PAD yang sah . PAD merupakan pendapatan daerah yang
memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pelaksanaan belanja modal.

Berdasarkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 menjelaskan
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bahwa Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Asli
Daerah (PAD) sebagai sumber pemasukan dana dari daerah itu sendirikepada
pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan
keuangan daerahsehingga pemerintah daerah dapat membiayai kegiatan di
daerah tersebut menurut Citra Etika (2022).

Menurut Vinny (2021) menjelaskan bahwa “Pendapatan Asli Daerah
(PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan
peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan
pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retributsi daerah,
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain asli
daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah
dalam menggali pendanaan dalam pelasksanaan otonomi daerah sebagai
perwujudan asas desentralisasi”.

Dalam Nina (2015), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah
dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
PAD yang tinggi merupakan impian yang harus diperjuangkan oleh setiap daerah
untuk mencapainya. Tingginya PAD suatu daerah menggambarkan kemandirian
suatu daerah otonom, sehingga tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah akan
bantuan dana dari Pemerintah Pusat semakin rendah.

Menurut Rahmawati (2017) bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh

pemerintah daerah digunakanuntuk membiayai berbagai rencana pengeluaran.
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Pengeluaran adalah pembayaran yang dilakukan saat ini untuk kewajiban pada
masa yang akan datang dalam rangka memperoleh beberapa barang atau jasa yang
diterima. Semakin besar pendapatan asli daerah akan membuat belanja daerah
juga meningkat dan akan lebih banyak pengeluaran untuk kesejahteraan
Masyarakat

Anny Widiasmara (2019) menyatakan, Sektor pendapatan daerah
memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat
sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan
pembangunan daerah. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar
kecilnya PAD, sehingga jika pemda ingin meningkatkan pelayan publik dan
kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan belanja modal maka Pemda
harus berusaha keras untuk menggali PAD yang sebesar-besarnya.

Pendapat Aulia Noor (2022) Pendapatan asli daerah (PAD) adalah
pendapatan yangdiperolehdari dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peran
pendapatan asli daerah dalam struktur keuangan daerah,maka semakin tinggi pula
kemampuan keuangan tersebut untuk melakukan  kegiatan Pembangunan
daerahnya.

Pendapatan asli daerah yang merupakan pendapatan daerah yang
dapatmencerminkan kondisi riil daerah serta memberikan kemandirian
keuangan daerah.PAD sendiri bisa diartikan sebagai seluruh penerimaan daerah
yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD bersumber berasal pajak
daerah, retribusi daerah, untung BUMD dan pendapatan asli daerah lain-lain

yang sah. PAD yang tinggi menunjukkanbahwa daerah tersebut mampu mendanai
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kebutuhannya dengan dana yang berasaldaridaerah sendiri (bukan bantuan dari
pusat), sehingga memberikan dampak pada kemandirian daerah.

Banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan
asli daerah agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya,
namun secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan
PADsehingga maksimal, yaitu dengan cara intensifikasi dan ektensifikasi. Wujud
dari intensifikasi adalah untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat
mungkin maka target penerimaan bisa mendekati potensinya, sedangkan cara
ektensifikasi dilakukan denganmengadakan penggalian sumber-sumber objek
pajak atau menjaring wajib pajak baru seperti disebutkan Serly Rosa (2023).

Pasal 6 UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengungkapkan bahwa: PAD
bersumber dari Nina Hartiningsih (2015):

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah
Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya.
Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Restribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

b. Retribusi Daerah
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Retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada
mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya restribusi daerah
sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat
pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa
yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak
langsung oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan oleh
pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang
diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasan retribusi daerah
terletak pada yang dapat dinikmati olenh masyarakat. Jadi retribusi
sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan
pemerintah kepada yang membutuhkan
c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
Hasil perusahaan dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
yaitu penerimaan dari laba badan usaha milik pemerintah daerah
dimana pemerintah tersebut bertindak sebagai pemiliknya. Jenis
pendapatan ini meliputi: bagian laba perusahaan milik daerah, bagian
laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank
dan bagian laba atas penyertaan modal atau investasi
d. Lain-lain PAD yang sah.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah pendapatan asli
daerah yang sah diluar dari pajak daerah, retribusi daerah dan bagian
laba BUMD. Misalnya hasil penjualan barang milik daerah, penjualan

barang-barang bekas, penerimaan cicilan kendaraan bermotor / rumah
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dinas, penerimaan sewa rumah dinas / bangunan dan tanah milik daerah
pemerintah daerah , dan lain-lain yang diatur dalam UU NO 33 Tahun
2004 pasal 6 ayat 2.

Dapat disimpulkan PAD merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi
belanja modal. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang berasal dari daerah
sendiri sehingga dapat digunakan dan digali sesuai dengan potensinya masing-
masing

Rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni
PendapatanAsli Daerah terdiri dari Hasil Pajak Daerah (HPD), Retribusi Daerah
(RD), Pendapatandari Laba Perusahaan Daerah (PLPD) dan Lain-lain Pendapatan
yang Sah (LPS), yangdirumuskan :

PAD = HPD + RD + PLPD + LPS
Keterangan:
PAD : Pendapatan Asli Daerah
HPS: Hasil Pajak Daerah
RD: Retribusi Daerah
PLPD : Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah

LPS: Lain-lain Pendapatan yang Sah (Wita Srinov, 2023)

2.1.3 Dana Bagi Hasil
Dalam Untuk mengurangi ketimpangan vertical (vertical imbalance)
antara pemerintah denganpemerintah daerah dilakukan system bagi hasil

penerimaan pajak dan bukan pajak antara pusat dan daerah. Pendistribusian dana
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bagi hasil dari pemerintah kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota
diatur berdasarkan Permendagri berdasarkan Rihfenti (2017)

Berdasarkan  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor 23
Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah, Dana Bagi Hasil yang
selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase
tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentag Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan PemerintahanDaerah, Dana Bagi Hasil adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan
angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka
pelaksanaan Desentralisasi dinyatakan oleh Marwanto (2020).

Menurut PP No. 55 Tahun 2005 Pasal 19 ayat (1), DBH terdiri atas
Pajak dan Sumber Daya Alam. Sumber-sumber penerimaan DBH adalah
Pajak dan Sumber Daya Alam (SDA). DBH yang bersumber dari pajak meliputi
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan pasal 25/29 dan 21 Wajib Pajak
Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN). Sementara DBH yang bersumber
dari  Sumber Daya Alam meliputi kehutanan, pertambangan umum,
perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan
pertambangan panas bumi seperti yang disampaikan Djodi setiawan (2022)

Menurut Puspita Sari (2017) Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber
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dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkanangkapresentase untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana
Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup
potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam
mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan
berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain Dana Alokasi Umum
(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Adapun indikator Dana Bagi Hasil
menurut Siregar (2015) yaitu:

a) Bagi Hasil Pajak Bagi hasil pajak meliputi bagi hasil PBB
pertambangan, PBB perkebunan, PBB perhutanan serta PPH pasal 25
dan PPH pasal 29 wajib pajak orang pribadi dan bagi hasil cukai
tembakau.

b) Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi hasil bukan pajak meliputi bagi hasil dari
luran Hak Pengusahaan hutan (IHPH), Provinsi Sumber Daya Hutan
(PSDH), dana reboisasi, iuran tetap, iuran eksplorisasi (Royalti),
pungutan hasil perikanan, pertambangan minyak bumi, dan
pertambangan gas bumi.

Berdasarkan buku pegangan pengalokasian dana bagi hasil sumber daya
alam oleh Direktorat Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan Kementrian Keuangan, Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan
angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi (Ps. 1 angka 20 UU 33/2004 & Ps. 1 angka 9 PP
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55/2005). DBH dialokasikan berdasarkan dua prinsip yaitu dalam Abellisa Aulia
(2023):

1) prinsip by origin, dimana daerah penghasil penerimaan negara
mendapatkan bagian (persentase) yang lebih besar dan daerah lainnya
dalam satu provinsi mendapatkan bagian (persentase) berdasarkan
pemerataan,

2) prinsip by actual, dimana besarnya DBH yang disalurkan kepada
daerah, baik daerah penghasil maupun yang mendapat alokasi
pemerataan didasarkan atas realisasi penyetoran Penerimaan Negara
Pajak (PNP) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun
anggaran berjalan (Ps. 23 UU 33/2004).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun2004 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005,Dana Bagi Hasil dihitung dengan
menggunakan rumus:(Lilis Astutiwati, 2022)

DBH=[DBHP+DBHBP]
Keterangan:
DBH:DanaBagiHasil
DBHP:DanaBagiHasilPajak
DBHBP:DanaBagiHasilBukanPajak

Penerimaan dana bagi hasil setiap daerah tidak sama namun, tergantung
pada kontribusi setiap daerah dalam meningkatkan pendapatan negara, oleh

karena itu dana bagi hasil sifatnya proporsional untuk setiap daerah.
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2.1.4 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat
pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu. Dana
alokasi umum ini dimaksudkan untuk menggantikan transfer berupa subsidi
daerah otonom. Adapun tujuan dari transfer ini adalah untuk menutup
kesenjangan fiscal (fiscal gap) dan pemerataan kemampuan fiskal antara daerah.
Sehingga dana alokasi umum tiap daerah tidak akan sama besarnya. Daerah yang
mempunyai pendapatan asli daerah rendah maka akan mendapatkan dana alokasi
umum yang tinggi, dan sebaliknya daerah yang mempunyai pendapatan asli
daerah tinggi maka akan mendapatkan alokasi umum yang rendah dalam Serly
Rosa (2023)

Dana alokasi umummerupakan dana yang bersumber dari pendapatan
APBN kemudian dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi sesuai yang dinyatakan Rahajeng, Kiki, & Hendrati
(2021). Setiap transfer dana alokasi umum yang diterima daerah akan ditunjukkan
untuk belanja pemerintah daerah termasuk untuk belanja modal menurut Retno
& Jacobus (2019). Transfer dana alokasi umum dari pemerintah pusat dapat
menunjang pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui
pembangunan infrastruktur serta sarana melalui alokasi anggaran belanja
modal sehingga diharapkan  meningkatan  pelayanan  publik  akan
menunjang peningkatan pendapatan .

Dana alokasi umum selanjutnya digunakan pemerintah untuk mendanai
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pelayanan dasar pemerintah kepada masyarakat. Salah satu pelayanan tersebut
adalah  pelayanan pendidikan, dimana pendidikan sangatlah  penting
kedudukannya bagi masyarakat. Dengan terselenggaranya pelayanan pemerintah
pada bidang pendidikan secara merata dan baik, maka suatu daerah dikatakan baik
tingkat kemajuan daerahnya karena masyarakat telah mendapatkan hak yang
mereka miliki yakni pelayanan terhadap dunia pendidikan. Dengan majunya
pendidikan suatu daerah, maka masyarakatnya dapat membantu untuk
meningkatkan mutu dari daerahnya tersebut.

Menurut Dwina Hermaningtyas (2022) Dana Alokasi umum adalah dana
yang sumbernya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang
sebagian dari dana nya di transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan
dialokasikan ke setiap daerah untuk pelaksanaan desentralisasi yang memiliki
tujuan untuk pemerataan keuangan daerah yang digunakan untuk kebutuhan
pengeluaran dan belanja daerah. Salah satu tujuan penting Pengalokasian Dana
Alokasi Umum, yaitu dalam pemenuhan kebutuhan untuk pemerintah daerah
dalam halnya penyediaan pelayanan publik yang lebih baik

Menurut Lilis Astutiwaty (2022) DAU adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka
pelaksanaan Desentralisasi .Formula Dana Alokasi Umum dirumuskan sebagai
berikut:

DAU = AD + CF

Keterangan:
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DAU = Alokasi DAU per daerah
AD = Alokasi DAU berdasarkan Aloasi Dasar
CF = Aloasi DAU berdasarkan celah fiscal

Kebutuhan dana alokasi umum oleh suatu daerah ditentukan dengan
menggunakan pendekatan konsep celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal
dihitung dari kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah.
Kebutuhan fiskal daerah adalah kebutuhan pendanaan daerah yang diukur
secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks
Kemahalan Konstruksi (IKK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk melaksanakan
fungsi layanan dasar umum. Sedangkan kapasitas fiskal daerah adalah
sumber pendanaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah dan dana bagi
hasil. Dengan kata lain, dana alokasi umum sebagai penutup celah yang
diakibatkan oleh adanya kebutuhan daerah yang melebihi penerimaan daerah
yang bersangkutan. Berdasarkan pada konsep celah fiskal, daerah yang memiliki
kemampuan keuangan yang lebih besarakan mendapat dana alokasi umum lebih
kecil, dan sebaliknya sesuai yang disampaikan Magdalena Nany (2022)

Dari setiap definisi tersebut tentang Dana Alokasi Umum (DAU) maka
dapat disimpulkan DAU adalah dana transfer dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dana ini merupakan
bagian dari sumber pendapatan daerah melalui dana perimbangan yang dapat

mempengaruhi besar kecil belanja modal
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2.1.5 Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA)

SiLPA (dengan huruf i kecil) merupakan sisa lebih perhitungan anggaran,
yang dimana SiLPA ialah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
selama satu periode anggaran. Permendagri no.33 tahun 2019 Penganggaran Sisa
Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Undang-undang no.33
tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah, SiLPA merupakan sumber pembiayaan deficit pada APBD
dan digunakan apabila defisit mencapai 3% atau tidak lebih dari 3%. Dinyatakan
oleh Sugianoor (2023)

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran
selama satu periode anggaran. SILPA tahun sebelumnya mencakup
pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana  perimbangan,
pelampauan  penerimaan  lain-lain  pendapatan daerah yang  sah,
pelampauanpenerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada
pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan sisa dana
kegiatan lanjutan. Dalam Al parok (2023)

Menurut M. Rizqullah (2023) adalah selisih antara realisasi anggaran
pendapatan dan realisasi anggaran belanja untuk satu siklus anggaran tertentu.
Tingkat belanja pemerintah daerah dan kinerja pendapatan daerah menentukan
besarnya kelebihan pembiayaan anggaran dan ada tidaknya pembiayaan anggaran.

SiLPA dapat menjadi salah satu sumber penerimaan internal pemerintah

daerah yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan pada tahun
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berjalan, akan tetapi jumlah dari sisa anggaran ini belum pasti karena dalam
penetapan anggaran untuk tahun sekarang belum ada pertanggungjawaban
atas pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya, sehingga penetapan jumlah
SiLPA ini masih dalam bentuk taksiran atau belum sesuai dengan berapa
yang sesungguhnya dicantumkan oleh Abdullah & Rona (2014). SiLPA dapat
diketahui jumlahnya pada akhir tahun anggaran tepatnya pada tanggal 31
Desember. Untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam
pengelolaan APBD, maka salah satu alat analisis SILPA dapat menggunakan
dengan rasio pertumbuhan (growt ratio). Rasio pertumbuhan (growt ratio)
digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah
dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah
diperoleh dari periode ke periode berikutnya. Prestasi tersebut perlu
dipertahankan dan ditingkatkan karena merupakan salah satu indikasi untuk
menilai kinerja pemerintah daerah dinyatakan oleh Rahmawati (2023)

Besarnya jumlah SiLPA dapat digunakan untuk menutupi defisit APBD
dan membiayai kegiatan belanja daerah yang apabila anggaran tidak tersedia.
Namun, semakin Besar SIiLPA menunjukkan kekurangcermatan dalam
penganggaran atau kelemahan dalam pelaksanaan anggaran atau dapat disebut
juga dengan adanya indikasi bahwa adanya kegagalan dalam merealisasikan
belanja daerah Audri Olivia (2023)

Menurut DJPK (2014) menjelaskan SiLPA adalah perbandingan belanja
ditangguhkan ataupun melihat besarnya proporsi SiLPA periode sebelumnya lalu

dimanfaatkan dalam pengeluaran daerah untuk tahun sekarang. Proporsi pada
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pembiayaan SiLPA dapat ditentukan dengan metode berikut:

Silpa  x 100%

Total Belanja Daerah

2.1.6 Belanja Modal

Pada pasal 53 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan
dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang
mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam
kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung
dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai
pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan
dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun asset menurut Wardhiah (
2018)

Menurut PP Nomor 71 tahun 2010, belanja modal merupakan belanja
Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan
menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja
yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan kelompok belanja adminitrasi
umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah
seperti peralatan, insfrastruktur, dan harta tetap lainnya. cara mendapatkan belanja
modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender dalam Pungky (2017)

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah

yang mngurangi ekuitas dana dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun
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anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. 1)
Belanja Tidak Langsung (BTL) Kelompok BTL adalah merupakan belanja yang
dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan
kegiatan, antara lain; belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan social,
belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. 2) Belanja
Langsung (BL). Kelompok BL adalah merupakan belanja yang dianggarkan
terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain;
belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal Rihfenti (2017)

Menurut Vania Rakhmadhani (2022) Belanja Modal yaitu pengeluaran
yang dipakai gunapembelianataupun logistikatau pembangunan asset tetap
berbentuknilai yang bermanfaatdalamsetahunatau lebih, sertapenggunaan
pelayanandalam melakukanprogram pemerintah daerah

Menurut Husnun (2023) Belanja modal adalah  suatu  belanja
pemerintah daerah yang berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi suatu
daerah, pemerintah daerah seharusnya dapat melakukan perputaran belanja
dengan  meningkatkan  alokasi  belanja modal guna meningkatkan
kepercayaan publik dan produktivitas masyarakat. Belanja modal adalah
pengeluaran pemerintah daerah yang memiliki manfaat lebih dari tahun
anggaran, menambah suatu aset daerah dan memperbanyakbelanja operasi
yang bersifat awam. Belanja modal pelayanan publik di gunakan dalam
mendanai kegiatan investasi perbaikan infrastruktur publik dimana hasilnya
dapat berguna bagi masyarakat. Belanja modal dibagi menjadi belanja

modal instansi, belanja modal bangunaan irigasi, belanja tanah, jalan dan
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jembatan, serta belanja modal yang dapat digunakan untuk pelayanan publik
sesuai kebutuhan guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan Masyarakat

Menurut Annisa May (2022) Belanja modal merupakan pengeluaran
pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan
menambah aset/kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang
bersifat rutin seperti biaya operasinal dan pemeliharaan pada kelompok belanja
administrasi umum. Belanja modal dibagi menjadi : a) Belanja publik yaitu
belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum.
Seperti pembangunan, perbaikan sektor Pendidikan, kesehatan dan transportasi. b)
Belanja aparatur yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung
oleh masyarakat akan tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Seperti
pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung pemerintahan dan
pembangunan rumah dinas

Menurut Sahala Purba (2019) Belanja Modal termasuk jenis Belanja
Langsung dan digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang
mempunyai nilai manfaatlebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya Pembangunan
dalam sektor pelayanan kepada publik akan merangsang masyarakat untuk
lebih aktif dan bergairah dalam bekerja karena ditunjang oleh fasilitas yang
memadai selain itu investor juga akan tertarik kepada daerah karena fasilitas yang

diberikan oleh daerah. Hal ini berarti dengan bertambahnya belanja modal
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maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas
masyarakat meningkat dan bertambahnya investor. Belanja modal merupakan
pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran
dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan
menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan

Metode perhitungan belanja modal yaitu belanja tanah ditambah
belanja gedung dan bangunan, ditambah belanja jalan dan irigasi,
ditambah belanja aset tetaplainnya. Indikator  variabel  belanja  modal
diukur dengan dalam M. Rivandi (2022):
Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin +
Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigrasi, dan Jaringan +
Belanja Aset Tetap
Lainnya

Belanja modal merupakan salah  satu indikato produktifitas dari
penggunaananggaran oleh pemerintah daerah.Semakin besar persentase alokasi
belanja modal menandakan bahwa pemerintah daerah lebih  produktif
dalam melaksanakan pembangunan di  daerahnya. Oleh karenanya,
penggunaan aset Yyang dihasilkan selalu bersinggungan dengan pelayanan
publik dan digunakan oleh masyarakat umum. Dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 71Tahun 2010, belanja modal diklasifikasikan dalam lima jenis belanja,
yaitu Belanja Modal Tanah ,Belanja Modal Peralatandan Mesin, Belanja Modal
Gedung dan Bangunan ,Belanja Modal Jalan ,Irigasi, dan Jaringan, dan Belanja

Aset Tetap Lainnya dalam Kumba Digdowi (2022)
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Pengalokasian belanja modal yang efektif dapat memberikan pelayanan
publik yang lebih baik, sehingga penggunaan dan pengelolaan sumber-sumber
penerimaan daerah yang baik oleh Pemerintah Daerah sangat diperlukan. Sumber-
sumber penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran (SILPA) sehingga dapat mewujudkan peningkatan pelayanan terhadap

masyarakat

2.2 Penelitian Terdahulu
Berikut ini adalah beberapa penelitian yang sudah dilakukan terlebih

Dahulu oleh para peneliti mengenai faktor — faktor yang mempengaruhi belanja

modal dengan menggunakan metode penelitian yang berbeda beda, dimana hasil

penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut ini :

1. penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Putu Oka Andriani dan Lia Yuliana
(2016), dengan judul Analisis Determinan Belanja Modal Pemerintah Provinsi
Di Indonesia Tahun 2010-2013. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis
pengaruh PAD, dana perimbangan (DAU, DAK, DBH) dan SiLPA terhadap
alokasi belanja modal 32 provinsi di Indonesia pada tahun 2010-2013.
Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa belanja modal 32 provinsi di Indonesia masih tergolong
rendah. Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD, DBH, dan SiLPA
berpengaruh signifikan terhadap belanja modal 32 provinsi di Indonesia.
Sedangkan DAU dan DAK tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

belanja modal 32 provinsi di Indonesia.
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2. penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Ifa (2017) dengan judul Faktor-Faktor
Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di
Provinsi Jawa Timur. tujuan untuk menguji secara parsial dan simultan
pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana
Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
terhadap Belanja Modal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur yaitu 38 kabupaten /
kota. Teknik analisa data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, regresi
linear berganda, uji hipotesis (uji t dan F) dan koefisien determinasi (R2).Hasil
analisis data diketahui pengujian hipotesis 1 secara parsial variabel PAD
berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.Pengujian hipotesis 2
menunjukkan secara parsial variabel DAU berpengaruh signifikan terhadap
belanja modal.Pengujian hipotesis 3 menunjukkan secara parsial variabel DAK
tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.Pengujian hipotesis 4
menunjukkan secara parsial variabel SiLPA berpengaruh signifikan terhadap
belanja modal.Pengujian hipotesis 5 menunjukkan secara simultan PAD, DAU,
DAK dan SiLPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

3. penelitian yang dilakuan oleh Jouzar Farouq Ishak (2020) yang berjuul Analisis
Determinan Pengalokasian Belanja Modal. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalis determinan pengalokasian belanja modal pada Kabupaten/Kota
di  Provinsi Jawa Barat. Persoalan utama yang akan diselesaikan dalam
penelitian ini adalah perbaikan pengelolaan keuangan daerah  dengan

peningkatan anggaran belanja modal. Persoalan lain yang akan
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diselesaikan adalah memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah
sebagai pengambil Kkebijakan dengan potensi pendapatan asli daerah.
Metode penelitian dengan studipustaka tentang pendapatan asli daerah, dana
perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah, dan belanja modal sehingga
dapat dijadikan landasan bagi pemerintah dalam mengelola keuangan
daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah
berpengaruh terhadap belanja modal. Secara simultan, pengaruh Kketiga
faktor di atas terhadap belanja modal juga menunjukkan hasil yang
signifikan. Hasil penelitian hanya sebagai pertimbangan pengambilan
keputusan untuk Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat, tidak bisa
di pakai untuk pertimbangan pengambilan keputusan di wilayah
Pemerintah Daerah di provinsi yang berbeda.

. penelitian yang dilakukan oleh Intan Yulita Nugroho (2022). Dengan judul
Determinan Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta. Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh dari sumber-
sumber penerimaan daerah bagi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun sumber penerimaan daerah yang
digunakan pada penelitian ini meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana
Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Jenis penilitian
menerapkan bentuk penelitian kuantitatif dengan mengaplikasikan data
sekunder sebanyak 5 tahun yaitu tahun 2016 —2020. Metode penarikan sampel
memakai pendekatan non-probabilitydengan menerapkan teknik sampling

jenuh. Data penunjang didapatkan melalui berbagai sumber yaitu kajian



37

pustaka buku, website pemerintahan, dan penelitian-penelitian yang sudah
dilakukan sebelumnya. Adapun hasil dari penelitian ini mengungkapkan
bahwaditemukan adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah bagi Belanja
Modal. Sedangkan untuk sumber penerimaan daerah yang merupakan bentuk
transfer dana dari pusat yaitu Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum,
dan Dana Alokasi Khusus tidak memiliki pengaruh bagi Belanja Modal.

5.penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Mustagim (2021), dengan judul
Analisis Determinan Belanja Modal Dengan Kemandirian Fiskal Sebagai
Variabel Moderasi (Studi Kasus Indonesia 2014-2018). Tujuan penelitian ini
untuk mengetahui factor yang mempengaruhi belanja modal dengan
kemandirian fiscal sebagai variable moderasi stdui kasus Indonesia tahun
2014-2018. Peneliatian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data
sekunder. Teknik yang digunakan menggunakan data panel dengan metode
Moderated Regression Analysisi (MRA). Berdasarkan hasil uji regresi bahwa
hubungan kemandirian fiscal sebagai Pemoderasi dapat memperkuat PAD
terhadap belanja modal. Hubungan kemandirian fiscal dapat memperlemah
DAU terhadap belanja modal. Pengaruh kemandirian fiscal tidak dapat
memoderasi SiLPA terhadap belanja modal. Sedangkan populasi kemandirian
penduduk terhadap belanja modal diperkuat dengan kemandirian fiscal.

2.3  Pengembangan Hipotesis

A. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

PAD merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam

menciptakan infrastruktur daerah. Daerah yang memiliki sarana dan prasarana
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yang memadai akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas masyarakat dan
akan menarik minat investor untuk berinvestasi yang akan berpengaruh terhadap
Pendapatan Asli Daerah. PAD diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD
yang sah. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah dapat diartikan bahwa suatu daerah
mendapatkan tambahan pemasukan dan tambahan dana untuk menjalankan
operasi daerahnya masing — masing. Dengan tambahan pemasukan maka
diharapkan masing — masing daerah dapat meningkatkan belanja modalnya karena
dengan serapan anggaran yang tinggi salah satunya melalui belanja modal, maka
dapat diartikan parah pengurus daerah menjalankan kinerjanya dengan baik

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan Heliyanto (2016) menyatakan
semakin tinggi pendapatan asli daerah maka belanja modal juga akan semakin
tinggi. Temuan ini menunjukan bahwa besarnya Pendapatan Asli Daerah menjadi
salah satu faktor penentu dalam mengalokasikan Belanja Modal. Peneliatian
serupa juga dilakukan oleh Intan Yulita Nugroho (2022) menyatakan Dimana
semakin membesarnya nilai Pendapatan Asli Daerah, secara otomatis akan
berakibat pada semakin besarnya pembangunan dan investasi pemerintah daerah
yang dicerminkan lewat kenaikan Belanja Modal hasil dari penelitian ini
mengungkapkan bahwa ditemukan adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah bagi
Belanja Modal. Berdasarkan uraian teoritis di atas, hipotesis dapat dinyatakan
sebagai berikut:
Hi = Pendapatan Asli Daaerah berpengaruh positif signifikan terhadap

Belanja Modal
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B. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil yang
diterima oleh pemerintah daerah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi
hasil sumber daya alam. Kumba (2022). Dana Bagi Hasil diberikan pemerintah
pusat melalui APBN sebagai tambahan anggaran bagi pemerintah daerah untuk
menjalankan operasionalnya. Dengan semakin tingginya tambahan Dana Bagi
Hasil dari pemerintah pusat, diharapkan dapat meningkatkan belanja modal yang
dilakukan pemerintah daerah.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wandira (2013)
menyatakan bahwa daerah yang mendapatkan DBH yang besar maka anggaran
belanja modal semakin besar pula begitu sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa
Dana Bagi Hasil mempunyai indikasi yang kuat dalam pengalokasian Belanja
Modal. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Ni Luh Putu Oka Andriani( 2016)
Hasil analisis menunjukkan bahwa sssDBH berpengaruh signifikan terhadap
belanja modal 32 provinsi di Indonesia. Berdasarkan uraian teoritis di atas,
hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut

H2 = Dana Bagi Hasil berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal

C. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal
Dana Alokasi Umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat

pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu. Dana
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alokasi umum ini dimaksudkan untuk menggantikan transfer berupa subsidi
daerah otonom. Adapun tujuan dari transfer ini adalah untuk menutup
kesenjangan fiscal (fiscal gap) dan pemerataan kemampuan fiskal antara daerah.
Sehingga dana alokasi umum tiap daerah tidak akan sama besarnya. Daerah yang
mempunyai pendapatan asli daerah rendah maka akan mendapatkan dana alokasi
umum yang tinggi, dan sebaliknya daerah yang mempunyai pendapatan asli
daerah tinggi maka akan mendapatkan alokasi umum yang rendah Serly Rosa
(2023). Dana Alokasi Umum dianggarkan untuk menambah kemampuan daerah
dalam melakukan pembelanjaan modal daerahnya. Dengan tambahan Dana
Alokasi Umum maka daerah diharapkan mempunyai kekuatan anggaran yang
lebih yang bisa digunakan untuk melakukan belanja daerahnya masing — masing.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bertujuan bagi pemerataan
kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksud untuk mengurangi
ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerimaan formula
yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah Arthur Simanjuntak
(2019).

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan Indriyani (2020) mengemukakan
bahwa semakin besar DAU yang diberikan dari pusat, maka semakin besar pula
penyediaan dan pengadaan pelayanan dan fasilitas publik yang terbaik melalui
belanja modal daerah. Hal ini menunjukan bahwa Dana Alokasi Umum menjadi
acuan dalam pengalokasian Belanja Modal. Penelitain serupa juga dilakukan oleh
Khoirul Ifa (2017) Pengujian hipotesis menunjukkan secara parsial variabel DAU

berpengaruh signifikan terhadap belanja modalBerdasarkan uraian teoritis di atas,
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hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:
Hs = Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja

Modal

D. Pengaruh SiLPA terhadap Belanja Modal

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih lebih realisasi
penerimaan dan pengeluaran pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran
yang terjadi dalam satu periode pelaporan. SILPA merupakan residual
darianggaran tahun lalu yang termasuk kedalam bagian APBD tahun anggaran
berjalan. SiLPA vyaitu pendapatandaerahyang sumbernya berasaldariresidual
danaanggaran yang lebih dulu terjadi Susiana Marbun (2022). Kenaikan SiLPA
ini diharapkan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal yang mana diharapkan
tambahan dana melakui SiLPA akan meningkatkan kemampuan belanja daerah
terutama dalam Belanja Modal.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Simbolon (2020)
menyatakan bahwa SILPA hanya akan terbentuk jika terjadi surplus pada APBD
dan pembiayaan neto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari
komponen pengeluaran pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa SILPA
berpengaruh terhadap anggaran Belanja Modal. Berdasarkan uraian teoritis di
atas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

Ha : SiLPA berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal

2.4  Kerangka Pemikiran Teoritis
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Penelitian ini berdasarkan Dalam penelitian ini terdapat empat variabel X dan

satu variabel Y. Variabel X terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana

Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran (SILPA), sedangkan variabel Y hanya Belanja Modal. Rerangka pikir

ini menjelaskan keterkaitan teori-teori yang berhubungan antara variabel

independen dan variabel dependen. Maka dapat digambarkan hubungan variabel

independen dan variabel dependen.

Pendapatan Asli Daerah

Dana Alokasi Umum (X2)

Dana Bagi Hasil (X3) —

Sisa Lebih Pembiayaan |

H1

H

H

N

H4

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

X1 = Variabel independen 1, Pendapatan Asli Daerah (PAD)
X2 = Variabel independen 2, Dana Alokasi Umum (DAU)
X3 = Variabel independen 3, Dana Alokasi Khusus (DAK)

Belanja Modal ()

X4 = Variabel independen 4, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
Y = Variabel dependen, Belanja Modal
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BAB Il

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif
yaitu jenis penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui
pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis
data dengan prosedur statistik dalam Supomo (2016).

Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh Pendapatan asli daerah, dana
bagi hasil, dana alokasi umum dan SiLPA terhadap belanja Modal di

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

3.2 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2009: 61) populasi merupakan wilayah generalisasi
yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik
tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/ Kota di Provinsi
Jawa Tengah pada tahun 2018 — 2022. Dalam halnya penelitian ini, Jawa Tengah
dipilih sebagai objek penelitian dikarenakan Provinsi tersebut memiliki
pertumbuhan ekonomi yang lebih unggul dibandingkan dengan pertumbuhan
ekonomi beberapa Provinsi lainnya pada tahun tertentu di Pulau Jawa.
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah sepanjang tahun 2018-2022

mengungguli pertumbuhan ekonomi nasional
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Sampel merupakan sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas jumlah
anggota yang dipilih dari populasi. Dengan kata lain, sejumlah namun tidak
semua elemen populasi akan membentuk sampel menurut Sekaran (2014). Dalam
penelitian ini teknik pengambilan sampel dilakukan secara non probability
sampling yaitu pengambilan sampling jenuh. Sampling Jenuh adalah dmana

semua anggota dijadikan sample.

3.3 Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data didalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder
merupakan sumber data yang diperolen dan diberikan secara tidak langsung
kepada pengumpul data atau peneliti, seperti peneliti mendapatkan data melalui
dokumen maupun melalui orang lain menurut Sugiyono (2014). Data sekunder
dapat diperoleh peneliti melalui beberapa media perantara seperti jurnal, buku,
artikel, maupun dari website. Data didalam penelitian ini berupa data APBD dan
Realisasi APBD dari situs Dijen Perimbangan Keuangan Pemerintah dan BPS

Statistik daerah.

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Pada penelitian ini terdiri dari varibel dependen dan variabel
independen. Variabel dependen atau sering disebut juga variabel terikat
merupakan variabel yang keberadaanya dipengaruh variabel independen
menurut Sugiyono (2014). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah

belanja modal. Sedangkan variabel independen atau variabel bebas merupakan
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variabel yang mempengaruhi atau atau menjadi sebab timbulnya variabel lain
menurut Sugiyono (2014). Varibel independen dalam penelitian ini adalah

Pendapatan asli daerah, Dana Bagi hasi, Dana Alokasi Umum dan SiLPA.

Definisi dan Pengukuran Variabel ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Variabel Penelitian dan Indikator Pengukuran Variabel

Variabel Yang Diukur Definisi Sumber
Dependen Belanja Belanja daerah yang | Laporan Realisasi
Modal (Y) | terdiri dari belanja | Anggaran Pendapatan
langsung dan belanja | dan Belanja Daerah
tidak langsung
Pendapatan | Pendapatan daerah yang | Laporan Realisasi
Asli Daerah | berisi  pajak daerah, | Anggaran Pendapatan
(X1) restribusi daerah, hasil | dan Belanja Daerah
Perusahaan milik
daerah, hasil
pengelolaan  kekayaan

daerah yang dipisahkan
berdasarkan
perundangan yang

berlaku
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Dana Bagi | Dana Perimbangan | Laporan Realisasi
Hasil (X2) | yang dibagikan | Anggaran  Pendapatan
pemerintah dengan | dan Belanja Daerah

skala “by origin”

Dana Dana Perimbangan | Laporan Realisasi
Alokasi yang dibagikan | Anggaran Pendapatan

Umum pmerintah dengan skala | dan Belanja Daerah

(X3) “block grant”
Independen SILPA Selisih dari penerimaan | Laporan Realisasi
(X4) anggaran dan | Anggaran Pendapatan

pengeluaran anggaran | dan Belanja Daerah

dalam satu periode

A. Pendapatan Asli Daerah
Rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni
PendapatanAsli Daerah terdiri dari Hasil Pajak Daerah (HPD), Retribusi
Daerah (RD), Pendapatandari Laba Perusahaan Daerah (PLPD) dan Lain-lain
Pendapatan yang Sah (LPS), yangdirumuskan :
PAD = HPD + RD + PLPD + LPS

Keterangan:
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PAD: Pendapatan Asli Daerah
HPS: Hasil Pajak Daerah
RD: Retribusi Daerah
PLPD: Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah
. Dana Bagi Hasil
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun2004 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005,Dana Bagi Hasil dihitung dengan
menggunakan rumus:(Lilis Astutiwati, 2022)
DBH = [DBHP+DBHBP]
Keterangan:
DBH: Dana Bagi Hasil
DBHP: Dana Bagi Hasil Pajak
DBHBP: Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
. Dana Alokasi Umum
Menurut Lilis Astutiwaty (2022) DAU adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka
pelaksanaan Desentralisasi .Formula Dana Alokasi Umum dirumuskan sebagai
berikut:
DAU =AD + CF
Keterangan:
DAU = Alokasi DAU per daerah

AD = Alokasi DAU berdasarkan Aloasi Dasar
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CF = Aloasi DAU berdasarkan celah fiscal

D. Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA)
Menurut DJPK (2014) menjelaskan SiLPA adalah perbandingan belanja
ditangguhkan ataupun melihat besarnya proporsi SiLPA periode sebelumnya
lalu dimanfaatkan dalam pengeluaran daerah untuk tahun sekarang. Proporsi
pada pembiayaan SiLPA dapat ditentukan dengan metode berikut:

Silpa  x 100%

Total Belanja Daerah

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara
sistematis yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, dokumen, dan
bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami (Sugiyono, 2014). Dalam
penelelitian ini menggunakan teknik analisis statik deskriptif, uji asumsi klasik,
dan analisis model linier berganda. Seluruh teknik analisis diatas menggunakan

batuan program SPSS.

3.6 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan bagian dari statistik yang mempelajari
teknik atau prosedur yang digunakan untuk mendeskripsikan atau
menggambarkan kumpulan data-data atau hasil pengamatan yang telah
dilakukan. Menurut Ghozali (2018) statistik deskriptif memberikan gambaran

atau deskriptif pada suatu data yang dinilai dari rata-rata (mean), varians
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(variance), jumlah (sum), rentang (range), simpangan baku (standard
deviation), nilai maksimum maupun nilai minimum, kurtosis dan skewness

(kemencengan distribusi).

3.7 Uji Asumsi Klasik

3.7.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menguiji
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2018).
Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan Normal P-Plot dan uji statik
Kolmogorov-Smirnov. Menurut Ghozali (2018) Uji Normal P-Plot dapat dilihat
dari titik-titik penyebaran data pada sumbu diagonal dari grafik uji normalitas.
Dari hasil pengamatan dasar pegambilan keputusan dengan analisis uji normal
probability plot adalah sebagai berikut :

1. Jika hasil pada data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti
arah garis diagonal atau grafik histrogramnya menunjujkan normal,
maka model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas.

2. Jika hasil pada data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti
arah grafis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola
distribusi normal, maka model regresi tersebut tidak memenuhi asumsi

normalitas.

Selain menggunakan uji normalitas dengan menggunakan grafik statistik
normal probability plot juga dapat menggunakan uji statistik Kolmogorov-

Smirnov. Dimana didalam perhitungan uji statistik Kolmogorov-Smirnov dengan
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menggunakan batuan sofware statistik SPSS. Menurut Ghozali (2018) untuk
menentukan angka signifikan dalam uji normalitas dapat dilihat dengan
ketentuan sebagai berikut :
1. Jika hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukan angka signifikan < 0.05
maka data tidak berdistribusi dengan normal.
2. Jika hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukan angka signifikan > 0.05

maka data berdistribusi dengan normal.

3.7.2 Uji Multikolinieritas

Ujimultikolinieritas bertujuan untuk menguji didalam suatu model
regresi apakah ditemukan adanya kolerasi antara varibel  bebas
(independen). Jika variabel bebas terdapat kolerasi, maka akan
menyebabkan koefisien regresi tidak dapat ditentukan dengan akurat dan
standar deviasi akan menjadi tidak terhingga. Multikolinieritas dapat diuji
dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika
nilai tolerance rendah maka sama dengan nilai VIF tinggi VIF karena
VIF = 1/Tolerance dan menunjukan kolineritas tinggi. Menurut Ghozali
(2018) kriteria dalam pengambilan keputusan nilai tolerance yaitu :

1. Jika nilai tolerance < 0.10 atau nilai VIF > 10, maka dapat
disimpulkan bahwa adanya mutikolinieritas antara variabel
independen dalam model regresi.

2. Jika nilai tolerance > 0.10 atau nilai VIF < 10, maka dapat

disimpulkan bahwa tidak adanya mutikolinieritas antara variabel

independen dalam model regresi.
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3.7.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui atau melihat apakah
pada suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan penggangu
pada suatu periode t dengan kesalahan penganggu pada periode t
sebelumnya (t-1) dengan menggunakan data time series ( Ghozali, 2018).
Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.
Untuk menguji ada tidaknya data autokorelasi yaitu dengan menggunakan
Durbin-Watson (DW Test), dimana dalam menenetukan pengambilan
keputusan ada tidaknya autokorelasi sebagai beriku :

Tabel 3.2
Uji Durbin — Watson (DW test)

Hipotesis nol Keputusan Jika
Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0<d<dl
Tidak ada autokorelasi positif No decision dl<d<dl
Tidak ada autokorelasi negative Tolak 4-dl<d<4
Tidak ada autokorelasi negative No decision 4-dusd<4-dl
Tidak ada autokorelasi positif atau | _

\ Tidak ditolak | du<d<4—du
negative

Sumber : (Imam Ghozali, 2018)

3.7.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu
regresi terjadi ketidaksamaan antara varian dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain (Ghozali, 2018). Jika varian dari residual dari satu
pengamat ke pengamat lain sama maka disebut homoskedatisita dan sebaliknya

jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik
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digunakan adalah homoskedastistas. Dalam mendetaksi ada atau tidaknya
heteroskedastistas dengan cara menggunakan gambar scaterplot. Dimana pada
gambar scatterplot akan terlihat sebaran dari data-data penelitian dan jika hasil
dari sebaran tidak membentuk pola (menyebar) maka data dalam penelitian
tidak terjadi heteroskedastistas , tetapi sebaliknya jika membentuk pola

(menyebar) maka hasil dari data penelitian terjadi heteroskedastisitas.

3.7.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini analis regresi yang digunakan adalah analisis
regresi linier berganda. Analisis regersi linier berganda bertujuan untuk menguji
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

e +ﬁ1X1 +ﬁ2X2 +ﬁ3X3 = ﬂ4X4, +e

Keterangan :

Y = Belanja Modal

a = Konstanta

B, B2, B3, P4 = Kaoefisien Regresi

X1 = Pendapatan asli daerah
X2 = Dana Bagi Hasil

X3 = Dana Alokasi Umum
X4 = SiLPA

e = Error
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3.7.6 Uji Kelayakan Model
A. Uji Statistik F

Uji Statistik F digunakan untuk melihat apakah pengaruh variabel
independen terhadap variabel dependen terikat secara signifikan (Ghozali,
2018). Dasar dalam pengambilan kesimpulan memiliki beberapa kriteria yaitu
sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikansi < 0.05, maka hipotesis alternatif (Ha) diterima
yaitu variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap
variabel dependen.

2. Jika nilai signifikan > 0.05, maka hipotesis atlernatif (Ha) ditolak yaitu
variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel

dependen.

B. Koefisien Determinasi (Adjusted R?)

Koefisien Determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen (Ghozali,
2018). Nilai koefisien determinasi menggunakan Adjust R-Square yaitu antara
nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam
menjelaskan variabel dependen sangat tebatas. Jika nilai R? mendekati satu
berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang

dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2018).

3.7.7 Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t untuk menunjukan seberapa jauh variabel independen secara
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individual dalam menerangkan variabel-variabel dependen (Ghozali, 2018). Uji
statistik t dilakukan dengan batuan program SPSS dengan kriteria sebagai
berikut:
1. Jika signifikan < 0.05 maka Ha diterima, maka terdapat variabel
indepen berpengaruh terhadap variabel dependen
2. Jika signifikan > 0.05 maka Ha ditolak, maka variabel indepen tidak

berpengaruh terhadap variabel depende
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Bagian ini menguraikan hasil deskripsi stastitik, hasil pemilihan model

regresi, hasil pengujian hipotesis, serta pembahasan. Software SPSS digunakan

peneliti sebagai pengolah data dengan menggunakan metode Regresi Linear

Berganda.

4.1 Deskripsi Data

Sampel yang digunaka dalam penelitian ini adalah Kabupaten / Kota di

Jawa Tengah antara periode 2018-2022. Berdasarkan proses seleksi data, peneliti

mendapatkan 35 Kabupaten/Kota yang lolos kriteria dan dapat menjadi sampel

penelitian. Dengan durasi penelitian selama 5 tahun, didapatkan jumlah observasi

sebanyak 175 untuk semua variabel. Data penelitian ini diambil dari kemenku

maupun publikasi dari daerah terkait.

4.2 Statistik Diskriptif

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

BELANJA
PAD DBH DAU SILPA -
MODAL
Mean 427.290.880.412 | 46.576.445071 | 926.768.677.631 207.039.864.326 323.762.895.716
Maximum | 2.853.408.000.000 | 264.556.839.825 | 1.441.765.282.000 | 1.881.024.540.012 1.228.459.434.270




Minimum

141.424.273.640

18.865.461.039

87.398.229.538

11.614.375.022
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71.238.285.506

Std. Dev.

337.780.844.919

40.391.511.586

248.248.759.998

229.827.857.969

171.743.853.526

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Rata-rata nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten / kota di seluruh
Jawa  Tengah yaitu Rp.427.290.880.412 dengan standar  deviasi
Rp.337.780.844.919. Nilai PAD tertinggi yakni sebesar Rp.2.853.408.000.000,
sedangkan nilai PAD terkecil yaitu senilai Rp.141.424.273.640.
4.2.2 Dana Bagi Hasil

Rata-rata nilai Dana Bagi Hasil (DBH) kabupaten / kota di seluruh Jawa
Tengah yaitu Rp.46.576.445.071 dengan standar deviasi Rp. 40.391.511.586.
Nilai DBH tertinggi yakni sebesar Rp.46.576.445.071, sedangkan nilai DBH
terkecil yaitu senilai Rp. 264.556.839.825.
4.2.3 Dana Alokasi Umum

Rata-rata nilai Dana Alokasi Umum (DAU) kabupaten / kota di seluruh
Jawa Tengah vyaitu Rp. 926.768.677.631 dengan standar deviasi Rp.
248.248.759.998. Nilai DAU tertinggi yakni sebesar Rp. 1.441.765.282.000,
sedangkan nilai DBH terkecil yaitu senilai Rp. 87.398.229.538.
4.2.4 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Rata-rata nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) kabupaten / kota
di seluruh Jawa Tengah yaitu Rp. 207.039.864.326 dengan standar deviasi Rp.
229.827.857.969. Nilai SILPA tertinggi yakni sebesar Rp. 1.881.024.540.012,

sedangkan nilai SILPA terkecil yaitu senilai Rp. 11.614.375.022.
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4.2.5 Belanja Modal

Rata-rata nilai Belanja Modal kabupaten / kota di seluruh Jawa Tengah yaitu
Rp.323.762.895 dengan standar deviasi Rp. 171.743.853.526. Nilai Belanja
Modal tertinggi yakni sebesar Rp. 1.228.459.434.270, sedangkan nilai Belanja

Modal terkecil yaitu senilai Rp.71.238.285.506.

4.3 Uji Asumsi Klasik

Sebelum memulai analisis regresi berganda maka akan dilakukan Uji asumsi
klasik ini merupakan uji prasyarat yang dilakukan sebelum melakukan analisis
lebih lanjut terhadap data yang telah dikumpulkan. Pengujian asumsi klasik ini
ditujukan agar dapat menghasilkan model regresi yang memenuhi kriteria BLUE
(Best Linier Unbiased Estimator). Uji asumsi klasik terdiri dari asumsi normalitas,
heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi

4.3.1 Uji Normalitas

Tabel 4.2
Uji Normalitas
Variabel 2 ) )
Model Sig. o Hasil Kesimpulan
Dependen
. Ho tidak ditolak, jadi data
Belanja .
Model 1 0,200 | 0,05 | SIg>a ——— -
Modal berdistribusi normal

Berdasarkan uji normalitas dalam table di atas diperoleh nilai p_value
(Sig.) untuk model 21 sebesar 0,200. Dengan Ho data berdistribusi normal dan H;
data tidak berdistribusi normal dan tingkat signifikansi 5% dapat disimpulkan

bahwa p_value (0,200) > a (0,05). Dapat disimpulkan bahwa Hg tidak ditolak, jadi
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data berdistribusi normal.

4.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot
Dependent Variable: BELANJA_MODAL

Regression Standardized Residual
=
1

T T T T T T
-2 a 2 4 3 8

Regression Standardized Predicted Value

Gambar 4.1 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menyelidiki adanya keseragaman
nilai variansi residual dalam model. Demi memenuhi Kriteria BLUE setiap model
harus memiliki varians residual yang seragam. Dikatakan sebuah model tidak
terdapat masalah heteroskedastisitas jika titik-titik pada scatterplot menyebar di
atas dan dibawah atau di sekitar angka 0, serta titik-titik tidak membentuk pola
tertentu seperti bergelombang lalu menyempit. Berdasarkan output di atas dapat
disimpulkan bahwa model tidak dipengaruhi masalah heteroskedastisitas karena
titik-titik menyebar di sekitar angka nol dan tidak membentuk pola gelombang,

melebar kemudian menyempit, jadi asumsi heteroskedastisitas terpenuhi

4.3.3 Uji Multikolinearitas

Tabel 4.3
Uji Multikolinearitas
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Variabel Variabel )
TOL | VIF Kesimpulan
Dependen | Independen

PAD 0,740 | 1,351 | VIF <10 dan Tolerance > 0,1 maka tidak
terjadi multikolinearitas

Belanja DBH 0,748 | 1,337 | VIF < 10 dan Tolerance > 0,1 maka tidak

Modal terjadi multikolinearitas

DAU 0,950 | 1,052 | VIF <10 dan Tolerance > 0,1 maka tidak
terjadi multikolinearitas

SILPA 0,980 | 1,021 | VIF <10 dan Tolerance > 0,1 maka tidak
terjadi multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan kondisi dimana terdapat hubungan antara
variabel prediktor. Salah satu cara mendeteksi adanya masalah multikolinearitas
adalah dengan melihat nilai VIF dan Tolerance. Jika nilai VIF < 10 dan Tolerance
> 0,1 artinya tidak terjadi multikolinearitas. Pada model 1 menunjukkan nilai VIF

< 10 dan Tolerance > 0,1 menandakan tidak ada gejala multikolinearitas

4.3.4 Uji Autokorelasi

Tabel 4.4
Uji Autokorelasi
Variabel Durbin )
N dL du Kesimpulan
Dependen Watson
) dL< d < dU, Ho ditolak jadi
Belanja »
175 | 1,7062 1,7996 1,711 autokorelasi tidak dapat
Modal 'l
disimpulkan

Uji Autokorelasi dilaksanakan untuk mendeteksi adanya korelasi residual
suatu observasi dengan residual observasi lain dari waktu ke waktu. Hipotesis
awal tidak terjadi autokorelasi dan hipotesis alternative terjadi autokorelasi.
Terdapat kriteria bagi durbin Watson statistik yaitu jika 0 < d < dL dan 4-dL < d

maka tolak hipotesis awal, jika dU < d < 4-dU maka tidak menolak hipotesis awal
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dan jika dL < d < dU atau 4-dU < d < 4-dL, maka tidak dapat disimpulkan apakah
terjadi autokorelasi atau tidak. Dapat disimpulkan dari tabel di atas bahwa model

1 masalah autokorelasi tidak dapat disimpulkan

4.4 Analisis Regresi

4.4.1 Uji Overall (Uji F)

Tabel 4.5
Uji Overall (Uji F)

Variabel . . .
Dependen Sig. o Hasil Kesimpulan

Belania Ho ditolak, jadi variabel independen

J 0,000 | 0,05 Sig.<a secara simultan mempengaruhi
Modal s
variabel dependen

Dengan Hipotesis nol (Ho) yakni model regresi tidak layak digunakan dan
tingkat signifikasi o = 0,05, dari tabel ANOVA di atas diperoleh nilai Sig untuk
model (0,000) < a (0,05), maka dapat disimpulkan Ho ditolak. Jadi model regresi
layak digunakan. Maka dapat disimpulkan bahwa paling sedikit satu variabel
independen PAD, DBH, DAU, dan SILPA mempengaruhi dependen Belanja
Modal, atau variabel independen PAD, DBH, DAU, dan SILPA secara simultan

mempengaruhi variabel dependen Blanja Modal.

4.4.2 Uji Parsial (Uji T)

Tabel 4.6
Uji Parsial (Uji T)

l;/ezgeleizzln Variabel B Sig. Hasil Kesimpulan
Belanja _ _Ho tidak ditolak, jadi
Modal Konstan | -43810060433,708 | 0,186 | Sig.>a | tidak ter_dapagt pengaruh
signifikan
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PAD

0,308

0,000

Sig.<a

Ho ditolak, jadi terdapat
pengaruh signifikan
positif

DBH

0,463

0,045

Sig.<a

Ho ditolak, jadi terdapat
pengaruh signifikan
positif

DAU

0,248

0,000

Sig.<a

Ho ditolak, jadi terdapat
pengaruh signifikan
positif

SILPA

-0,075

0,034

Sig.<a

Ho ditolak, jadi terdapat
pengaruh signifikan

negatif

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai analisis regresi dimana dapat
disimpulkan bahwa variabel independen PAD, DBH, DAU, dan SILPA pada
model 1 memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada tingkat
keyakinan 5%. Sedangkan untuk variabel konstan tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap Belanja Modal pada tingkat keyakinan 5%.

4.4.3 Model Summary

Tabel 4.7

Model Summary

Adjusted R Std, Error of the
R R Square ’
Square Estimate
0,793% 0,629 0,620 105848804828,42169

Dari tabel model summary, diperoleh nilai R Square sebesar 0,629,
Artinya variabel PAD, DAU, DBH, dan SILPA mampu menerangkan atau
memprediksi nilai variabel terikat yakni Belanja Modal sebesar 0,629 atau 62,9%,
sisanya sebesar 37,1% diterangkan oleh faktor-faktor yang lain selain PAD, DAU,
DBH, dan SILPA
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4.4.4 Model Regresi

Belanja Modal = —43810060433,708 + 0,308 PAD + 0,463 DBH + 0,248 DAU
— 0,075 SILPA

Setiap penambahan 1 satuan PAD akan menambah nilai Belanja Modal
sebesar 0,308 jika variable lain dianggap konstan. Setiap penambahan 1 satuan
DBH akan menambah Belanja Modal sebesar 0,463 jika variabel lain dianggap
konstan. Setiap penambahan 1 satuan DAU akan menambah Belanja Modal
sebesar 0,248 jika variabel lain dianggap konstan. Setiap penambahan 1 satuan
SILPA akan mengurangi Belanja Modal sebesar 0,075 jika variabel lain dianggap
konstan.

4.5 Pembahasan
Hipotesis 1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap

Belanja Modal
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan positif terhadap Belanja
Modal dapat diartikan bahwasanya semakin tinggi nilai Pendapatan Asli Daerah
(PAD) makan akan berbanding lurus dengan Belanja Modal alias Belanja Modal
juga akan semakin tinggi. PAD merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi
Belanja Modal. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang berasal dari
daerah sendiri sehingga dapat digunakan dan digali sesuai dengan potensinya

masing-masing.
Hasil ini sejalan dengan penelitian Nugroho dan Ismunawan (2022), PAD
berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan dalam penelitian

Pramudya dan Abdullah (2021) PAD berpengaruh negatif terhadap belanja modal.
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Dengan demikian keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai

perusahaan, hipotesis 1 diterima.

Hipotesis 2: Dana Bagi Hasil berpengaruh positif signifikan terhadap
Belanja Modal

Dana Bagi Hasil (DBH) yang signifikan positif terhadap Belanja Modal
dapat diartikan bahwasanya semakin tinggi nilai Dana Bagi Hasil (DBH) maka
Belanja Modal juga akan semakin tinggi dan sebaliknya. Hal ini sejalan dengan
sudut pandang secara teori, Dana Bagi Hasil (DBH) diartikan sebagai penerimaan
atau pendapatan daerah yang jika dilakukan pengalokasian ke dalam pos anggaran
Belanja Modal, akan dapat memiliki potensi yang baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Yuliana (2016) Dana Bagi Hasil
berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Namu penelitian ini tidak sejalan
dengan penelitian dari Ishak et al yang menyatakan semua dana perimbangan
termasuk DBH tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Dengan demikian
maka dapat disimpulkan bahwa DBH punya pengaruh terhadap belanja modal di
tingkat keyakinan 5%. Berdasarkan penelitian dan analisis di atas maka dapat

disimpulkan bahwa hipotesis 2 diterima

Hipotesis 3: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap
Belanja Modal
Dana Alokasi Umum yang tinggi pada suatu daerah akan berdapak pada

belanja modal daerah yang semakin tinggi pula. Dana Alokasi Umum (DAU)
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adalah dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi, dana ini merupakan bagian dari sumber
pendapatan daerah melalui dana perimbangan yang dapat mempengaruhi besar
kecil belanja modal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat dengan penelitian Ifa (2017)
mendapatkan hasila bahawa Dana Alokasi Umum berdampak signifikan terhadap
belanja modal. Setiap transfer dana alokasi umum yang diterima daerah akan
ditunjukkan untuk belanja pemerintah daerah termasuk untuk belanja modal
menurut Retno & Jacobus (2019). Maka berdasarkan hasil penelitian dan analisis

di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 diterima.

Hipotesis 4: SILPA berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal
SILPA yang tinggi pada suatu daerah justru akan berdapak pada rendahnya
belanja modal pada daerah dan sebaliknya. Besarnya jumlah SiLPA dapat
digunakan untuk menutupi defisit APBD dan membiayai kegiatan belanja daerah
yang apabila anggaran tidak tersedia. Namun, semakin Besar SiLPA
menunjukkan kekurangcermatan dalam penganggaran atau kelemahan dalam
pelaksanaan anggaran atau dapat disebut juga dengan adanya indikasi bahwa
adanya kegagalan dalam merealisasikan belanja daerah Audri Olivia (2023).
Adanya SiLPA vyang cukup besar mengindikasikan tidak tepatnya
pemerintah dalam melakukan penganggaran sehingga sisa lebih seharusnya dapat
digunakan untuk membiayai pelayanan publik pada tahun berjalan menjadi

tertunda menurut Amelia dan Khoiriawati (2022).
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Hasil ini sejalan dengan peneliian Radhika Deva (2017) dimana SiLPA
berpengaruh signifikan negatif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini
berbeda dengan penelitian dari Akbar et al (2023) yang menyatakan SiLPA tidak
berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan penelitian dan analisis di atas

maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 ditolak.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil pengujian hipotesis yang menggunakan analisis regresi panel
dengan empat variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi
Hasil, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran dengan satu
variable independent yaitu Belanja Modal. Sampel yang digunakan 175 sampel
observasi, penelitian menggunakan regresi Pooled Least Square untuk
menganalisa pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
Umum dan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran terhadap Belanja Modal
Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2018 hingga 2022. Penelitian
ini menunjukkan bahwa:

a. Hasil analisis menyatakan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah
(PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang
menyatakan bahwa Pendapatan Asli berpengaruh positif signifikan
terhadap belanja modal dapat diterima.

b. Hasil analisis menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh
positif signifikan terhadap belanja modal. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan Dana Bagi
Hasil berpengaruh terhadap belanja modal dapat diterima.

c. Hasil analisis menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh
positif signifikan terhadap belanja modal. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan Dana Bagi
Hasil berpengaruh terhadap belanja modal dapat diterima.

d. Hasil analisis menyatakan bahwa Sisa Lebih Penggunaan
Anggaran berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat yang
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menyatakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran berpengaruh
terhadap belanja modal tidak dapat diterima

5.2 Saran
Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan pada penelitian ini, maka
dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

a. Peneliti selanjutnya, perlu menambahkan variabel penelitian untuk
dapat melihat bagaiamana pengaruh variabel — variabel yang ada
terutama Dana perimbangan terhadap belanja modal yang
dilakukan oleh pemerintah kabupaten / kota Sehingga nantinya
diharapkan hasil penelitian yang diperoleh akan lebih optimal.

b. Pemerintah Daerah, harus lebih matang dalam melakukan
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga
pembelanjaan modal daerah dapat dilakukan secara optimal dan
pelayanan terhadap masyarakat masing — masing daerah dapat
dilakukan dengan optimal
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